

























































































































































































BAB VI
PENUTUP

Sebuah lembaga pendidikan Islam tradisional yang telah sejak
lama dikenal oleh kaum muslimin Indonesia, khususnya di Pulau
Jawa adalah pondok pesantren, dikatakan pondok pesantren oleh
karena pada setiap pesantren pastilah ada pondok. yaitu semacam
asrama pemondokxan bagi para santrinya yang lokasinya di dalam
kompleks pesantren.

Semenjak jaman penjajahan dulu, pondok-pondok pesantren
telah menunjukkan eksistensinya, bukan saja sebagai lembaga
pendidikan agama, melainkan juga sebagai wadah pejuang. Dari
pondok-pondok pesantren ini telah lahir orang-orang besar, para
ulama dan juga para pejuang bangsa.

Dalam -era modernisasi dan globalisasi dewasa ini, yang me-
nuntut penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, para santri
tidak hanya dituntut untuk menguasai ilmu keagamaan saja,
tetapi juga penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan. Hal
ini telah mendorong lembaga-lembaga pesantren untuk meningkat-
kan fungsinya, dan mengembangkan programnya, tidak hanya
terbatas pada pendidikan dan pengajaran agama saja melainkan
juga pendidikan umum yang membekali para santrinya dengan
bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan praktis.

Sisi lain dari modernisasi ialah merembesnya faham-faham
sekularisme dalam kehidupan masyarakat. Ini membawa dampak
negatif bagi kehidupan masyarakat dan bangsa, karena sekularisme
menjauhkan umat manusia dari Tuhan dan dari nilai-nilai keagama-
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an. Di sinilah keberadaan lembaga-lembaga pesantren semakin
dibutuhkan. Lembaga pesantren yang program utamanya adalah
menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran agama, memberikan
benteng bagi para santri dalam menghadapi era modernisasi dan
globalisasi. Nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai budaya yang hidup
dan berkembang di pondok-pondok pesantren dapat mem-
perkokoh moralitas umat Islam dalam menghadapi tantangan
globalisasi.

Demikian, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah yang telah
berdiri semenjak tahun 1904 telah mengalami perjalanan sejarah
yang panjang, hingga kini ia tidak lagi merupakan sebuah lembaga
pendidikan tradisional, melainkan telah memasukkan unsur-unsur
moderen di dalamnya, yakni dengan didirikannya lembaga
pendidikan umum dari tingkat SD sampai Perguruan Tinggi
vang dikelola secara semi moderen. Demikian pula sarana dan
prasarana penunjangnya telah disesuaikan dengan tuntutan jaman
tanpa menghilangkan identitas asli pondok pesantren sebagai
lembaga pendidikan agama Islam.

55



DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Hamid (1983/1984). Islam dan Perubahan Sosial di
Indonesia”, dalam Analisis Kebudavaan, Tahun IV No.3.
Depdikbud. Jakarta.

Dhofier. Zamakhsyari (1982) Tradisi Pesantren . Studi tentang
Pemandangan Hidup Kvai, LP3ES, Jakarta.

Galba. S. (1991), Pesantren Sebagai Wahana Komunikasi,
Depdikbud.

Geerts, Clifford (1983), Abangan, Santri, Priyvayi Dalam Masyara-
kat Jawa. Pustaka Jaya, Jakarta.

Koentjaraningrat (1981) Beberapa Pokok Antropologi Sosial.
Dian Rakyat, Jakarta.

—————— , (1969) Pengantar Antropologi, P. D. Aksara,-Jakarta.

—————— , (1991),  Penyaringan dan Pemeliharaan Warisan
Budaya Agama dan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang
Maha Esa, Makalah disajikan dalam Konggres Kebudayaan;
29 Oktober — 3 November 1991 di Jakarta.

Kuntowijoyo (1991), Penyaringan dan Pemeliharaan  Warisan
budaya Agama dan Kepercayaan kepada Tuhan Yang
Maha Esa, Makalah disajikan dalam kongres kebudayaan
29 Oktober — 3 November 1991 di Jakarta.

56



Munandar, A. A. (1993/1994), “Peranan Islam dalam Istana
Kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Jawa”, dalam Analisis
Kebudayaan, Tahun IV No. 3, Depdikbud.

Noer, Deliar (1991), Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900—
1942, LP3ES, Jakarta.

Noersya.m, M. (1974), Pengantar Dasar-dasar Pendidikan Islam,
Usaha Nasional, FIP-IKIP, Malang.

Subagya. R. (1981) Agama Asli di Indonesia. Cet. 1, Sinar
Harapan, Jakarta.

Suseno, F.M. (1993), Etika Jawa : Sebuah Analisa filsafat tentang
Kebijaksanaan Hidup Jawa, PT. Gramedia, Jakarta.

Ziemek, M. (1986), Pesantren Dalam Perubahan Sosial. Perhim-
punan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M),
Jakarta.

Zuharini, H. (1977), Metodik Khusus Pendidikan Agama, Biro
Iimiah, Fak, Tarbiyah, IAIN Sunan Ampel. Malang.

57



LAMPIRAN 1

URAIAN TUGAS DAN WEWENANG

PENGURUS PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'TYAH

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam peraturan ini dengan:

a.

58

Pengurus Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo
adalah pengurus pondok pesantren yang personalia dan kom-
posisinya telah ditetapkan oleh Pengasuh/Pimpinan Pondok
Pesantren Salafiyah Syafi’iyah' Sukorejo, meliputi: Mansyak,
Lurah Pondok, Bidang Organisasi, Kamtib, Pendidikan, Sekre-
taris dan Bendahara yang selanjutnya disingkat dengan P3S3
(Pengurus Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo).

Bagian adalah perangkat P3S3 yang bertugas membantu
pelaksanaan program-program P3S3 sebagai prioritas yang
memerlukan penanganan khusus.

Sub bagian adalah unit pelaksana kegiatan khusus terhadap
suatu kegiatan program tersebut.

Seksi di tingkat bawah adalah sub bagian dalam batasan-batas-
an tertentu.

BAB 1II
Pasal 2
Mansyak

Mempunyai tugas:

a. Mewakili Pengasuh apabila berhalangan dan menjalankan
hak serta wewenangnya.

b. Memimpin, mengatur dan mengawasi kebijaksanaan umum
P3S3, khususnya yang menyangkut tugas Kepala Bidang.

c. Mengatur dan mengkoordinasi pembagian tugas di antara
P3S3.



2. Mempunyai wewenang:

a. Mewakili P3S3 baik ke luar maupun ke dalam yang me-
nyangkut hal-hal yang berhubungan dengan pesantren
dan santri.

b. Mengambil kebijaksanaan terhadap hal-hal yang sangat
mendesak dan  mempertanggungjawabkan terhadap
Pengasuh.

Pasal 3
Lurah Pondok

Mempunyai tugas dan wewenang:

a.

Secara kolektif menyelenggarakan musyawarah setiap di-
anggap perlu, menjaga kemurnian Khittah Ma’hadiyah Sala-
fiyah Syafi’iyah Sukorejo dan memberikan pertimbangan
(nasihat) kepada P3S3, baik diminta maupun tidak diminta.

Secara perorangan atau kolektif memberi nasihat. binaan
dan bimbingan.

Melaksanakan secara khusus perintah kyai atau pengasuli.

Secara perorangan atau kolektif bertanggung jawab kepada
pengasuh.

Pasal 4
Kepala Bidang

Mempunyai tugas:

a. Mewakili mansyak yang berhubungan dengan bidangnya
apabila mansyak berhalangan.

b. Membantu pelaksanaan tugas-tuigas mansyak dalam
bidang-bidang khusus yang telah ditentukan.

¢. Memimpin, mengatur dan mengkoordinasi pelaksanaan
yang menyangkut tugas P3S3 yang menyangkut bidang-
nya masing-masing.

d. Mengatur pembagian tugas dan melimpahkan kepada
masing-masing bagian, sub bagian dan seksi di lingkungan
bidangnya masing-masing.

Mempunyai wewenang:

a. Melakukan wewenang mansyak yang berhubungan dengan
bidangnya apabila mansyak berhalangan.
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b. Mengurus, membina dan mengkoordinasi bagian-bagian

yang telah ditetapkan dalam struktur kepengurusan:

(1) Bidang Organisasi membawahi: Bagian asrama santri/
alumni, dan kelembagaan.

(2) Bidang Kamtib membawahi: Pekerjaan Umum, Bim-
bingan dan Penyuluhan.

(3) Bidang Pendidikan membawahi: Pendidikan Agama,
Pendidikan Umum dan Ubudiyah.

Mempersiapkan naskah rancangan peraturan, keputusan
dan pelaksanaan program.

Secara bersama-sama menyusun Rencana Anggaran dan
Pendapatan Belanja Tahunan Pesantren.

Mengambil kebijaksanaan terhadap hal-hal yang bersifat
mendesak, kemudian dipertanggungjawabkan Kkepada
Rapat Pengurus.

Pasal 5
Kepala Bagian

Mempunyai tugas:

a.

Mewakili Kepala Bidang yang berhubungan dengan bagian-
nya apabila Kepala Bidang berhalangan.

Membantu tugas-tugas Kepala Bidang dalam bagian masing-
masing yang telah ditentukan.

Mengatur, membina dan mengkoordinasi sub bagian-sub
bagian sebagaimana dalam struktur:

(1) Bagian asrama/santri dan alumni membtawahi dan ber-
tanggung jawab kepada Kepala Bidangnya tentang
asrama santri/alumni, UKS, Postel dan perstensilan.

(2) Bagian Kelembagaan dan Humas membawahi dan ber-
tanggung jawab kepada Kepala Bidangnya tentang
Humas, Usaha/Dana, Koperasi, Toko, Warung, Jahit,
Pustaka dan Informasi, LPM dan Keterampilan.

(3) Bagian Pekerjaan Umum (PU) membawahi dan ber-
tanggung jawab kepada Kepala Bidangnya tentang
rehab dan pemeliharaan, penerangan, kebersman air,
lampu dan transportasi.



(3]

(8]

(4) Bagian Bimbingan dan Penyuluhan (BP) membawahi
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidangnya
tentang keamanan, majlis taklim, perijinan, protokoler
dan PHBIL

(5) Pendidikan Agama membawahi dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidangnya tentang RA, MI, MD, MTs,
dan MA.

(6) Bagian Pendidikan Umum membawahi dan ber-
tanggung jawab kepada Kepala Bidangnya tentang SD,
SMP, SMA, dan SMEA.

(7) Bagian Ubudiyah membawahi dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidangnya tentang pengajian, JQH,
Ta’mir Masjid dan Mushola serta Majlis Syuro Wan
Nashr.

Mempunyai wewenang:

a. Mewakili wewenang Kepala Bidang sesuai dengan bagian-
nya apabila Kepala Bidang berhalangan.

b. Membawahi, membina, membimbing dan mengatur sub-
sub bagiannya sesuai dengan struktur yang ada.

Pasal 6
Sekretaris

Mempunyai tugas:

a. Membantu Pengasuh, Mansyak, Kepala Bidang, Kepala
Bagian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

b. Mengatur surat-surat dan keputusan-keputusan P3S3.
c. Mengatur dan mengkoordinasi pembagian di Sekretariat.
Mempunyai wewenang:

a. Bersama Pengasuh, Mansyak, Kepala Bidang dalam me-
rumuskan pengelolaan teknis kegiatan P3S3.

b. Bersama Mansyak menandatangani semua surat penting.

c. Mengundang rapat P3S3.

Pasal 7
Kepala Sub Bagian dan Seksi

Menjalankan tugas khusus sesuai dengan sub bagian dan seksi-
nya masing-masing.
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(3]

Merumuskan dan melaksanakan wewenang dan tugas khusus
yang diberikan kepada masing-masing sub bagian dan seksi.

Pasal 8
Bendahara

Mempunyai tugas:

a.

o

Mengatur dan mencatat penerimaan, penyimpanan, dan
pengeluaran uang dan surat-surat atau barang-barang ber-
harga serta semua inventaris P3S3.

Membuat petunjuk teknis tentang cara-cara permintaan.
pembayaran dan pengeluaran uang serta pendayagunaan
semua inventaris milik P3S3.

Melaporkan situasi keuangan secara berkala.

Mengatur dan mengkoordinasi pembagian tugas di ling-
kungan stafnya.

Mempunyai wewenang:

a.

Atas petunjuk Pengasuh/Pimpinan atau Mansyak meng-
himpun dana dan keuangan dari segala sumber yang
halal dan tidak mengikat.

Bersama staf bendaharanya, sekretaris dan stafnya me-
nyusun dan merencanakan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Rutin serta Anggaran Program Rintisan dan
Pengembangan P3S3.

Pasal 9
Anggota Pleno

Terdiri dari Kepala-kepala Bagian, Sub-sub Kepala Bagian dan
Seksi-seksi yang masing-masing bertanggung jawab dan memotori
suatu perangkat P3S3.

Bertugas:

a.
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Menjalankan tugas khusus dalam melaksanakan program
rintisan dan pengembangan yang diberikan oleh P3S3 kepada
kepala masing-masing.

Menghadiri dan mengikuti setiap Rapat Pleno P3S3.



LAMPIRAN 2

PERATURAN DAN TATA TERTIB

PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'IYAH

Pondok Pesantren Salafiyan Syafiiyah merupakan salah satu
lembaga pendidikan agama dengan tidak meninggalkan pendidikan
umum. yang terbentuk dalam satu yayasan. yang bertujuan untuk
mencetak kader ulama, zuama fugoha yang muttaqin dan mukh-
lisin. Karena itu dipandang perlu untuk menetapkan peraturan
dan tata tertib yang mengatur segala hak dan kewajiban para santri
di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Sukorejo Situbondo.

PERATURAN DASAR PONDOK PESANTREN SALAFIYAH

SYAFI'IYAH

A. Kewajiban-kewajiban :

Ls

w 19

Santri wajib taat kepada pengasuh lahir dan batin.

Santri wajib menetap di komplek pesantren.

Santri wajib membayar uang iuran wajib pesantren yang
waktu dan banyaknya ditentukan oleh pengasuh pesan-
tren.

Santri wajib melaksanakan shalat berjamaah, membaca
rotibul haddad dan tarhim.

Santri wajib menjaga kesopanan, kebersihan, kerapihan
dan ketertiban di dalam dan di luar pesantren, °

Santri wajib masuk madrasah dan mengikuti pengajian
yang setaraf dengan pendidikannya,

Santri wajib menghadiri tempat pengajian umum atau pe-
nerangan yang diadakan oleh Pengasuh/Pengurus.

Santri wajib membaca Al Qur’an sebelum shalat maghrib
dan subuh di masjid atau surau.

Santri wajib membantu pengasuh dalam :

a, ‘Membangun, memelihara dan memperbaiki bangunan
serta alat-alat pesantren.
b. Menjaga dan meningkatkan keamanan dan ketertiban,
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10.

13.

Barangsiapa yang akan menjumpai santri lain jenis, harus
menunjukkan kartu mahram yang waktu dan tempatnya
ditentukan oleh pengasuh.

1. Santri yang akan pulang harus seijin pengasuh.
2. Setiap ketua kamar wajib melakukan kewajibannya dan

memberi pengajian di kamarnya masing-masing terutama
Al Qur’an, kitab Tajwid, Ta’limul mutaalimin, Tauhid dan
Figh, serta mengadakan rapat paling sedikit seminggu se-
kali.

Santri yang akan mondok dan atau akan berhenti, harus se-
ijin pengasuh.

B. Larangan-arangan :
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o]

10.

11.

12,

Santri dilarang melakukan perbuatan yang dilarang oleh
syara’ dan atau pesantren seperti : zina, mencuri, berteng-
kar, isrif, nonton bioskop atau sesamanya dan permainan
judi dan semacamnya.

. Setiap santri dilarang makan dan minum di tempat milik

pesantren.

. Setiap santri dilarang melakukan permainan yang dilarang

oleh pengasuh pesantren, seperti bermain bola, catur,
dan sebagainya.

. Setiap santri dilarang keluar malam mulai pukul 22.00 s/d.

pukul 04.00 WIB tanpa seijin pengasuh.

. Santri dilarang berambut gondrong menurut pandangan pe-

santren.

. Setiap santri dilarang mencari keuntungan pribadi dengan

membawa nama baik kyai dan atau pesantren,

. Setiap santri dilarang membeli/menjual kepada penjual

yang masuk ke dalam komplek pesantren, kecuali seijin
pengasuh.

. Santri dilarang memasak di serambi kamar,
. Santri dilarang memindahkan hak miliknya tanpa sepenge-

tahuan pengasuh.

Santri dilarang menyalahgunakan hak milik pesantren un-
tuk kepentingan pribadi.

Santri dilarang menghina, melawan, memukul pada orang
lain apalagi kepada petugas pesantren.

Santri dilarang tidur dan istirahat di luar komplek pesan-
tren, baik siang maupun malam.



13. Santri dilarang mandi di jeding tetangga yang hanya satu

kamar.
14. Santri dilarang memiliki. menyimpan barang-barang yang

dilarang oleh pemerintah.
15. Setiap santri yang melakukan pelanggaran terhadap keten-
tuan tersebut sanksinya diatur dalam peraturan pesantren.
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PERATURAN TATA TERTIB
PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'TYAH

BAB 1
PERATURAN-PERATURAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan tata tertib ini yang dimaksud dengan :

a. Pengasuh, adalah pemilik pesantren yang menjadi Pimpinan
Umum.

b. Pengurus adalah Badan Pelaksana yang ditunjuk oleh Penga-
suh.

c. Santri adalah siapa saja yang menetap di komplek pesantren
dan telah terdaftar sebagai santri Pondok Pesantren Sukorejo.

d. Pesantren adalah Pondok Pesantren Salafiyah Syafiliyah Su-
korejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, Jawa
Timur.

Pasal 2

Tidak ada suatu perbuatan yang dapat/boleh dihukum melainkan
perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam
peraturan ini,

Pasal 3

Ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini berlaku bagi setiap santri
yang ada di dalam pesantren melakukan suatu perbuatan yang da-
pat/boleh dihukum.

Pasal 4

Ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini berlaku bagi setiap santri
yang ada di luar pesantren melakukan suatu perbuatan yang dapat/
boleh dihukum.

Pasal 5

Ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini berlaku bagi setiap santri
yang ada sangkut pautnya dengan pesantren.
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BAB 11
KEWA]JIBAN-KEWA]JIBAN
Pasal 6

Santri wajib mentaati Pengasuh lahir batin dan atau kebijak-
sanaan Pengurus.

Santri wajib memenuhi panggilan Pengurus.

Santri wajib menetap di dalam komplek pesantren.

Santri wajib membayar Uang Wajib Pesantren (UTP) yang
banyak dan tempatnya ditentukan oleh Pengasuh/Pengurus.

‘Santri wajib memiliki Kartu Santri yang diterbitkan oleh Pe-

ngurus,

Pasal 7

Santri wajib melaksanakan shalat secara berjamaah.

Santri wajib mengikuti wiridan-wiridan sebelum atau sesudah
shalat berjamaah.

Santri wajib menjaga kesopanan dan nama baik pesantren.
Santri wajib menjaga kebersihan dan kerapihan.

Santri wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan kepriba-
dian pesantren dan memakai tutup kepala.

Pasal 8

Santri wajib belajar dan atau mengajar di madrasah.
Santri waji b muthola’ah pada waktu yang telah diatur oleh
Pengurus.

Pasal 9

Santri wajib belajar/mengajar kitab yang setaraf dengan ilmu
pengetahuannya yang telah dibaca di tempat-tempat pengaji-
an terutama Al Qur’an.

Santri wajib menghadiri tempat pengajian umum/penerangan
yang diadakan oleh Pengurus.

Pasal 10

Santri wajib membaca Tarhem, membantu kontrol keamanan
dan menyapu di halaman kediaman Pengasuh yang waktu dan
pelaksanaannya ditentukan oleh Pengurus.

Santri wajib membaca Ratibul Haddad yang waktu dan pelak-
sanaannya ditentukan oleh Pengurus.
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C.

b.
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‘Santri wajib membaca Al Qur’an sebelum shalat Subuh dan

Maghrib di surau atau masjid atau di tempat-tempat lain yang
ditentukan oleh Pengurus.

Pasal 11

Santri wajib membantu pimpinan/pengasuh di dalam memba-
ngun/memperbaiki/memelihara gedung-gedung/bangunan-ba-
ngunan yang ada di dalam pesantren.

Santri wajib membantu petugas keamanan yang pelaksanaan-
nya diatur oleh Pengurus,

Santri yang menetap di Tepas wajib membantu pekerjaan-pe-
kerjaan ahlul bait, baik secara perorangan ataupun bersama-
sama.

Siapa saja yang akan menjumpai santri vang lain jenis harus
menunjukkan kartu mahrom.

Pasal 12

Santri yang keluar dari komplek pesantren sejauh lebih dari 1
km. atau bermalam di luar komplek pesantren wajib membawa
keterangan dari pengurus,

Santri yang pulang wajib membawa surat keterangan dari pe-
FgUIUS.

Santri wajib sudah berada dalam komplek pesantren sebelum
habis masa berlaku surat ijinnya. kecuali vang bersangkutan
menunjukkan surat keterangan dari Kepala Desa/atau dokter
setempat.

Santri yang akan berhenti mondok/pindah wajib mohon diri
kepada pimpinan. kemudian melapor kepada pengurus.

Santri yang menerima kunjungan atau menjumpai orang tua/
wali/tamu lain jenis. wajib memberitahukan kepada pengurus.

Pasal 13

Ketua Kamar wajib mendaftarkan calon santri yang menetap
di kamarnya kepada Pengurus, selambat-lambatnya 3 x 24
jam/3 hari.

Ketua Kamar wajib melaksanakan tugas-tugasnya dan mem-
berikan pengajian-pengajian di dalam kamarnya terutama pe-
ngajian Al Qur’an.

Ketua Kamar wajib hadir dalam rapat yang diadakan oleh Pe-
ngurus.



BAB III
LARANGAN-LARANGAN

Pasal 14

Santri dilarang berada di luar madrasah dan sekolah bagi yang
merangkap pada jam-am efektif.

Pasal 15

a. Santari dilarang memasak di dalam atau di sekitar kamarnya.
b. Santri dilarang makan/minum di warung atau di tempat selain
milik pesantren.

c. Santri dilarang idekos di luar batas dan tempat yang telah
ditentukan oleh Pengurus.

d. Santri dilarang memasak atau tidur di luar komplek
pesantren.

Pasal 16

a. Santri dilarang isrof, berlebih-lebihan dalam menggunakan
air dan membelanjakan bekalnya atau membeli barang yang
kurang bermanfaat.

b. Santri dilarang memindahkan hak miliknya kepada orang lain
tanpa sepengatahuan Pengurus.

c. Santri dilarang menitipkan hak miliknya kepada orang lain
di luar komplek pesantren tanpa seijin Pengurus.

d. Santri dilarang membuat, membangun surau. jeding dan
sepertinya tanpa seijin Pengurus.

e. Santri dilarang menitipkan, meminjamkan dan utang piutang
uang atau barang kepada orang lain tanpa seijin Pengurus/
Pengasuh.

Pasal 17

a. Santri dilarang mencuri atau mengambil hak milik orang lain
dengan cara tidak syah, baik di dalam maupun di luar pe-
santren.

b. Santri dilarang menggasab hak milik orang lain.

c. Santri dilarang menyalahgunakan hak milik pesantren untuk
kepentingan pribadi.
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Pasal 18

Santri dilarang berkata kotor, keji, mencaci maki dan atau
menghina orang lain, baik dengan sikap maupun perbuatan.

Santri dilarang berteriak-teriak, beramai-ramai yang dapat
mengganggu ketenangan orang lain.

Santri dilarang membunyikan tape recorder atau sejenisnya
tanpa seijin Pengurus.

Pasal 19

Santri dilarang memukul atau bertengkar atau bermusuhan
dengan orang lain.

Santri dilarang menghina, melawan dan memukul Petugas
Pesantren yang sedang melaksanakan tugasnya.
Pasal 20

Santri dilarang berambut gondrong menurut pandangan
pesantren.

Santri dilarang memakai kendaraan orang lain tanpa seijin
pemiliknya.

Santri dilarang mengganggu atau mengerumuni kendaraan
orang lain.

Santri dilarang naik kendaraan yang batasnya ditentukan oleh
Pengurus dalam komplek pesantren.

Pasal 21

Santri dilarang berada di kamar lain antara jam 22.00 s. d.
jam 04.00 waktu setempat. '

Santri dilarang berada di luar pesantren antara jam 21.00 s.d.
jam 04.00 waktu setempat.

Pasal 22

Santri dilarang menghadiri dan atau menyaksikan pertunjukan
yang dilarang oleh Pimpinan atau Pengurus.

Santri dilarang membeli, membawa, menyimpan, melihat dan
membaca bacaan/gambar porno menurut pandangan Pengurus.

Santri dilarang minum, memijliki, menyimpan minuman keras
dan semacamnya.



b.

Pasal 23

Santri dilarang bertemu dengan yang lain jenis kecuali di
tempat dan waktu yang ditentukan serta mendapat ijin dari
Pengurus.

Santri dilarang bergaul bebas dengan orang lain di luar
komplek pesantren.

Santri dilarang menerima tamu lain jenis di kamar dan se-
kitarnya.

Santri dilarang bergaul/berhubungan baik secara langsung
ataupun tidak dengan lain jenis yang bukan mahromnya.

Santri dilarang melakukan perbuatan yang melanggar norma-
norma kesusilaan di dalam atau di luar komplek pesantren.

Santri putra dilarang memasuki komplek putri tanpa seijin
Pengurus.

Santri dilarang mandi di jeding tetangga yang hanya satu
kamar.

Santri dilarang membantu kerja di tetangga tanpa seijin
Pengurus.

Santri dilarang membantu, melindungi orang yang melakukan
pelanggaran.

Pasal 24

Santri dilarang berjudi atau bermain dengan permainan yang
dapat disamakan dengan judi.

Santri dilarang bermain permainan yang dilarang oleh Pimpin-
an atau Pengurus.

Pasal 25

Santri dilarang berjual beli barang gelap di dalam dan di luar
komplek pesantren.

Santri dilarang berjualan di dalam komplek pesantren tanpa
seijin Pengurus.

Santri dilarang membeli barang-barang kepada penjual yang
masuk pesantren tanpa seijin Pengurus.
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Pasal 26

Santri dilarang mencari keuntungan pribadi dengan membawa
nama Pimpinan dan atau pengurus pesantren.

Pasal 27

Santri dilarang memiliki, menyimpan dan menggunakan senjata
api, senjata tajam atau senjata sejenis lainnya yang dilarang oleh
pemerintah dan pesantren.

Pasal 28

Santri yang bepergian atau pulang dilarang melampaui batas waktu
yang telah ditentukan oleh Pengurus.

Pasal 29

a. Ketua kamar dilarang menerima anggota baru tanpa seijin
Pengurus.

b. Ketua kamar dilarang menolak pelimpahan anggota baru yang
ditetapkan oleh Pengurus.

Pasal 30

Ketua kamar dilarang meninggalkan kamarmya dalam masa lebih
dari tujuh hari tanpa seijin Pengurus.

Pasal 31

Ketua kamar dilarang menjadikan kamarnya atau tempat-tempat
di sekitarnya sebagai tempat-tempat penerimaan tamu lain jenis.

Pasal 32

Petugas pesantren dilarang menyalahgunakan wewenangnya.

Pasal 33

Santri dilarang menyalahgunakan surat izin yang dikeluarkan oleh
Pengurus.
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BAB IV
HUKUMAN-HUKUMAN

Pasal 34
Jenis-jenis hukuman ialah :
1. Hukuman berat :

a. Diserahkan kembali kepada orang tua atau walinya.
b. Dicabut sesuatu haknva.

2. Hukuman ringan :

a. Kerja.

b. Denda.

¢. Dicukur.

d. Disita sesuatu barangnya.

e. Menurut keputusan pesantren.

f. Baca Al-Qur’an. Istighfat. dzikir.

Pasal 35

Hukuman berat berupa diserahkan kembali kepada orang tua/
walinya dilaksanakan oleh Pimpinan/Pengasuh.

Pasal 36

Hukuman berat berupa dicabut haknya dan semua jenis hukuman-
hukuman ringan dilaksanakan oleh Pengasuh.

Pasal 37

Hukuman kerja 1alah mengerjakan sesuatu pekerjaan yang ber-
manfaat bagi kepentingan/kebutuhan pesantren, dilaksanakan
oleh Pengasuh.

Pasal 38

Hukuman benda sedikit-dikitnya Rp 250,- (dua ratus lima puluh
rupiah), sebanyak-banyaknya Rp 5.000,— (lima ribu rupiah).

Pasal 39

a. Bebas dari semua jenis hukuman apabila yang bersangkutan
telah membayar denda yang banyaknya ditentukan menurut
keputusan Pengurus, kecuali hukuman berat berupa diserahkan
kembali kepada orang tua/walinya.
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Pasal 42

Dihukum dengan hukuman dengan dicabut haknya setiap santri
yang diangkat menjadi ketua kamar atau guru yang :

a. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai guru.

b. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai ketua kamar.

c¢. Tidak menghadiri rapat yang diadakan oleh Pengurus.

d. Menjadikan kamarnya atau tempat-tempat di sekitarnya
sebagai tempat penerima tamu lain jenis.

e. Meninggalkan kamarnya dalam masa lebih 7 hari tanpa seijin Pe-
ngurus.

f.  Petugas pesantren menyalahgunakan wewenangnya.

Pasal 43

Santri yang membunyikan tape recorder atau sejenisnya tanpa
seijin Pengurus dihukum dengan hukuman disita suatu barangnya
atau membayar denda yang besarnya ditetapkan menurut
keputusan Pengurus.

Pasal 44

Dihukum dengan hukuman membayar denda Rp 1.000.- (seribu
rupiah) atau dizikir, santri yang bermain permainan yang dilarang
oleh Pimpinan dan atau Pengurus.

Pasal 45

Dihukum dengan hukuman dicukur atau membayar denda
Rp 500.- (lima ratus rupiah) atau dzikir, santri yang :

a. Berambut gondrong menurut pandangan pesantren.

b. Membantu, melindungi orang yang melakukan pelanggaran.

c¢. Indekos di luar batas tempat yang telah ditentukan oleh
Pengurus.

Pasal 46

Dihukum dengan hukuman kerja atau dzikir atau membayar denda
setinggi-tingginya Rp 1.000,- setiap santri yang :
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Tidak menjaga kesopanan dan nama baik pesantren, kerapihan
dan kebersihan.

Tidak masuk madrasah atau berada di luar madrasah dan
sekolah bagi yang merangkap pada jam-jam efektif.

Tidak membaca Ratibul Haddad.
Santri yang mandi di jeding tetangga yang hanya satu kamar
tanpa ijin Pengurus.

Tidak melaksanakan Gerak Batin yang waktu dan tempatnya
diatur oleh Pengurus Pesantren.

Tidak menunjukkan kartu mahrom, siapa saja yang akan
menjumpai yang lain jenis.

Pulang tidak membawa surat keterangan dari Pengurus.

Menerima kunjungan atau menjumpai orang tua/wali/tamu
lain jenis tanpa melapor kepada Pengurus.

Sebagai ketua kamar tidak mendaftarkan calon santri yang
menetap di kamarnya kepada Pengurus selambat-lambatnya
3 x 24 jam.

Memasak dan atau tidur di luar komplek pesantren.
Memakai kendaraan orang lain tanpa seijin pemiliknya.

Berada di kamar lain pada waktu antara jam 21.000 s.d. jam
04.00 waktu setempat.

Berada di luar pesantren waktu antara jam 21.00 s. d. 04.00
waktu setempat.

Menghadiri atau menyaksikan pertunjukan yang dilarang oleh
Pimpinan atau Pengurus pesantren.

Menerima tamu lain jenis di kamar dan sekitarnya.

Menggasap hak orang lain.

Menyalahgunakan hak milik pesantren untuk kepentingan
pribadi.

Minum, memiliki, menyimpan minuman keras dan sepertinya.
Bergaul bebas dengan orang lain di luar komplek pesantren.
Menyalahgunakan surat ijin yang dikeluarkan oleh Pengurus.

Tidak menggunakan pakaian yang sesuai dengan kepribadian
pesantren dan tidak memakai.tutup kepala.



Tidak berada dalam komplek pesantren setelah habis masa
berlaku surat ijinnya.

. Yang memasuki komplek putri tanpa seijin pengurus.

Bertemu dengan lain jenis di luar tempat yang ditentukan dan
tidak mendapat ijin dari Pengurus.

Pasal 47

Dihukum dengan hukuman kerja atau dhikir atau didenda sebesar
Rp 250,00, setiap santri yang :

a.
b.

Tidak mengerjakan shalat secara berjamaah.

Tidak mengikuti wiridan-wiridan sebelum atau sesudah shlat
berjamaah.

Tidak muthola’ah pada waktu yang ditentukan oleh Pengurus.
Tidak belajar/mengaji kitab yang setaraf dengan ilmu penge-
tahuannya yang dibaca di tempat-tempat pengajian, terutama
Al Qurian.

Tidak menghadiri tempat pengajian umum/penerangan yang
diatur oleh Pengurus Pesantren.

Tidak membaca Al Qur'an sebelum shalat subuh dan maghrib
di surau atau di tempat-tempat lain yang ditentukan oleh
Pengurus .

Keluar dari komplek pesantren sejauh lebih dari 1 km, atau
bermalam di luar komplek pesantren tanpa membawa surat
keterangan dari Pengurus.

Makan/minum di warung atau di tempat selain milik
pesantren.

Isrof/boros berlebih-lebihan dalam menggunakan air, mem-
belajakan bekalnya atau membeli barang yang kurang ber-
manfaat.

Memindahkan hak miliknya kepada orang lain tanpa sepe-
ngetahuan Pengurus.

Menitipkan hak miliknya kepada orang lain di luar komplek
pesantren tanpa seijin Pengurus.

Berkata kotor, keji, mencaci maki dan atau menghina orang
lain dengan sikap atau perbuatan.
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Beramai-ramai, berteriak-teriak yang dapat mengganggu
ketenangan umum.

Mengganggu atau mengerumuni kendaraan orang lain.

Naik kendaraan dalam komplek pesantren yang batasnya
ditentukan oleh Pengurus.

Membeli, membawa, menyimpan, membaca dan melihat
bacaan/gambar porno menurut pandangan Pengurus.

Membantu kerja di tetangga-tetangga tanpa seijin Pengurus.

Pasal 48

Dihukum dengan hukuman disita suatu haknya atau didenda
Rp 250.- bag santri yang :

a.
b.

Memasak di dalam atau di sekitar kamarnya.

Membuat, membangun suatu jending dan sepertinya tanpa
seijin Pengasuh.

Berjual beli barang gelap di dalam atau di luar komplek pe-
santren.

Berjualan di dalam komplek pesantren tanpa seijin Pengurus.

Membeli barang-barang kepada penjual yang masuk ke
komplek pesantren tanpa seijin Pengurus.

Menjumpai, memiliki, menggunakan, meminjam senjata api.
senjata tajam atau senjata sejenisnya yang dilarang oleh
pemerintah atau Pengurus Pesantren.

Pasal 49

Dihukum dengan hukuman denda sehari Rp 100,- setiap santri
yang bepergian atau pulang melampaui batas yang telah ditentu-
kan Pengurus.

Pasal 50

Dihukum dengan hukuman menurut keputusan Pengurus :

a.
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Ketua kamar yang menerima anggota baru tanpa seijin
Pengurus.

Santri yang menitipkan, meminjamkan, utang-piutang uang
atau barang kepada orang luar tanpa seijin Pengurus.

Santri yang tidak mentaati Pengasuh lahir batin atau ke-
bijaksanaan Pengurus.



Pasal 51

Dikeluarkan dari Tepas santri yang menetap di Tepas tidak mem-
bantu pekerjaan ahlul bait baik secara perorangan ataupun
bersama-sama dan dikeluarkan dari pesantren bagi yang menetap
di luar komplek pesantren.

Pasal 52

Dihukum dengan dua kali lipat dari pelanggaran yang dilakukan
santri yang tidak memenuhi panggilan Pengurus.

Pasal 53

Dihukum denda setinggi-tingginya Rp 2.000.- ditambah dengan
mengulang plang/kerja bagi santri yang :

a.

Tidak baca tarhim, membantu kontrol keamanan dan
menyapu di halaman Pengasuh yang telah diatur oleh Pengurus

Tidak membantu Pimpinan/Pengasuh di dalam membangun,
memperbaiki, memelihara gedung-gedung/bangunan yang
ada di dalam pesantren.

Tidak membantu petugas keamanan yang pelaksanaannya
diatur oleh Pengurus.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Hal-hal yang belum diatur di dalam Peraturan Tata Tertib ini
diatur selengkapnya menurut kebijaksanaan Pengurus.

d.

Pasal 55

Dengan berlakunya Peraturan Tata Tertib ini, maka semua
ketentuan yang bertentangan dengan peraturan tata tertib ini
dinyatakan tidak berlaku lagi.
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